
PERATURAN DAEMH KABUPATEN JEPAM
NOMOR 8 TAHUN 2OO4

TENTANG

KEOUOUI(AN KEUANGAN PIMPINAN OAN ANGGOIA
DEWAN PERWAXILAN RAKYAI DAERAH

KABUPATEN JEPARA

OENGqN MflMAT TUHAN YANG MAII,A E$q
BUPATI JEPARA

bahwa bedae an Pasal 28 ayat (2) Pelaturrn P€.nsnnbh
Nomor 24 Tahun 2004 tsniang lcdudukan Polokoler dan
Keu.ngan Pimpinan dan Anggorr Deeen Pelwakilan Rakyat
Daeah, rBka p€du msngatur Kedudukan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dellttan Pefty.kilan Rakyal Da€rah lGbupabn
J€paE d€ngan Pelatu€n daeEh.

1. Undary-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ieniang
Pemb€ntukan DaeEh-DaerEh Kabupaien Dalam thgkungan
Pmpinsi JalE Teogah;

2. Undang,{ndang Nomd 22 Tahun 199€ t6nlang
Pemarintahan DaeEh (LembaEn Negara TahUI 1999 Nomor
60, Tambahan Lembr6n tl€gaE Nomor 3E39) i

3. Undang-U.dang Nomor 25 Tahun 1999 teniang Pedmbang6n
Keua.gan antara P€modniah Pucat dan Daerah (Lenbaran
N€gara Tahun 1999 Nornor 72, Tambahan L6mbaran Negau
Nomor 3&a)l

4. Undang"Undang Ndor 3 Tahun 2003 tsntang keuangan
NegaE (Lembaran Negara Tahun 2003 Ndnor 47, Tambahan
l-ernbaEn Negara Nomor rt286);

5. Undang-Undang Nornor 22 Tahun 2003 tenlang Susunan dan
K€dudukan MajelE PemBya{raratsn Rakyat, &wan
Pemakilan Rakyat, De{an Perwakihn Da€rah dan Delran
Pem/akilrn Rakyal Da€rah (L€mbaEn Ne!€ra Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lsmbsran Nogara Nomor4i|'!0)i

6. Undanq.Undanq Nornfi I Tahun 2004 bnbng
Poltendaharaan Nega.a (L€nbaran Mgara Tahun 2004
Nomor 5, Tambanan kmb€ran N€lara No.nor 4356);

r , 

Menimbang 

PERATURAN OAERAH KA.BUPATEN JEPARA 
NOMOR 8 TAHUN 2004 

TENTANG 

KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN JEPARA 

OE NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI JEPARA, 

bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Oaerah, maka perlu mengatur Kedudukan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Jepara dengan Peraturan daerah. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 
Pembentukan Daerah-Daerah 
Propinsi Jawa Tengah; 

13 Tahun 1950 tentang 
Kabupaten Dalam Lingkungan 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3848); 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286), 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

;l 

Menimbang 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 8 TAHUN 2004 

TENTANG 

KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN JEPARA 

OE NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATT JEPARA, 

bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Jepara dengan Peraturan daerah. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 
Pembentukan Daerah-Daerah 
Propinsi Jawa Tengah; 

13 Tahun 1950 tentang 
Kabupaten Dalam Lingkungan 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3848); 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang keuangan 
Negara {Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286), 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Pebendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 



'-Ti

8.

g

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20(x cntang Pedonan
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan ( tembaEn
Negaia lahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran N€gara
Nomor 4389 )l

Perahrran P€nadnlah Nomor 25 Tahun 2000 l€ntang
Ksw€nangan P€m€rintah dan K€N€nangan Pmpansi s€bagai
DasEh Oionom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54.
Tambahan Lembaran NegaE Nomor 3952) ;

PeEtuEn Perednbh Nmor 105 Iahun 2000 tentang
Peflgelohan dan PerEnggungjatabafl Keuangan DaeBh
(Lembaran Negau Tahun 2000 Nomol 202, Tambahan
bmbaran N€sara Nomor 4022);

lo.Psraturan P€msdntah Nomor 20 Tahun 2001 tsnlang
PErnbinaan dan Pongawa€an AlaE Penyelonggalaan
Pemend.han Daeiah (Lsbalan NegaE Tahun 2001 Nornor
41, Lmbahan Lernbaran negau N6mor4g0) :

lr.PeBturan P€m€rintah Nomor 24 Tahun 2004 Gntang
Kodudutan Protolobr dan K€uanga. Pirnpinan dan AnggoL
D€INEn Psftvakilan Rakyal Da€rah (Lembaran N3gara Tahu.
200,1 Nomor 90, Tambahan L€mbaEn Nogara Nomor /K16) i

l2.Kepdusan MenEn DaEm N€€ei Nomor 29 Tahun 2002
lentang Pedoman Pengurusan, PenanggungiasEban dan
Pgngawasan k€uangan Da€rah s6rta Tata oara Penyusuntn
Anggaran P€ndapatan dan Bslanja DaelEh, Peraksanaan Tab
t€aha Keuangan d*mh dan Pdyusunan P8ritungan
Angg66n P6ndapalan dan B€lanj, DaeGh ;

l3.Peraturan DaeEh K6bupaten JepaE Nomor 14 Tahun 2002
lentang Pokok-pokol &ngololaan Keuangan Dae€h
(L€mbaran Da€rah Tahun 2002 Nomor 25).

Densan PeEeiujEn

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEMH
KABUPATEN JEPARA

MEMUTUSKAN:

Meneiapkan : PERATURAN OAERAH KABUPATEN JEPARA TENIANG
KEDUDUKAN KEUANGqN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAXITAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPAM

Menetapkan 

2 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4389 ); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 
Daerah Otonom (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4022); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 
41, Tambahan Lembaran negara Nomor 4090); 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); 

12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungijawaban dan 
Pengawasan keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata 
Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 

13.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2002 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 25). 

Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN JEPARA 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG 
KEOUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN JEPARA 

Menetapkan 

2 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4389 ); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 
Daerah Otonom (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4022); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 
41, Tambahan Lembaran negara Nomor 4090); 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); 

12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan 
Pengawasan keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata 
Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 

13.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2002 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 25). 

Oengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN JEPARA 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG 
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN JEPARA 
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KETENTUAN UMUM

PaEal 1

Dahm P€raturan Daerah inlyang dimaksud dengan :

1. DaeEh adahh Da€rah Kabupalian Jspara.

2. P€mennbh dasrah adalah P€m€riniah Kabupaien Jepara.

3. Oswan PsMEkilan Rakyat OreEh yang *lanjulr'F disebut OPRD adalah De'rran
P€lwakalan Rakyat Oaeah Kabupaten Jepara.

4- Pimpinsn DPRD adahh r€tua dan Walil-wakil Kstua DPRD Kabupal€n JepalE.

5. Anggota DPRD adahh Anggota DPRD Kabupaien J€para.

6. Bupati adahh Bupali J€para.

7. S€kretedat DPRD adalah SekdE*rl DPRD K.bupatsn JepaE.

8- S€krelads OPRD adalah Sokrstarb DPRD Kabupal€n J€para.

9. Uang Repras€ntasi adalah uang yang dih€nkan a€tlap bulan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD aehubungan dengan kedudukannya *basai Pimpinan dan Anggoia
DPRO,

l0- Uang Pakel adahh uary yang dibentan seliap bulan bpada Pjmpinan dan Anggota
DPRO dalam m€nghadiridan msngikuli rapalrapal dinas.

11. Tuniangan Jabatan adalah uang yang dibedkan etap bulan k€pada Pimpinan dan
anggota DPRD karcna kedldukannya Eebagai Ketua, Ekil Keba dan anggola
OPRD,

l2.Tuniangan alal K€l€ngkapan DPRO adalah tunjangan yang dibenkan setap bulan
tepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan d€flgan k€dudukannya sebagai
K€lua atau Wakil K6tua arau S€krslarb ala'r AnoEola Flannia Musyawarah, atau
Komisi, atau badan tehomatan, atau panfia anggaran aiau alat k€l€ngkapan

lS.Tuniangan Kesejatteraan adalah tunjangan yang dis€diakan kepada Pimpiaan dan
Anggota DPRD b€rupa luniangan p€melihatgan k€senabn dan p€ngobatan, rumah
jabalan dan ped€ngkapannya/rumah dinas, kendanan dinas jabahn, pakaian dinas,
uang duka u€tautewas, dan bantuan biaya pengu san jenazah.

14.Uang iasa pengabdia. adalah uang yang dibadkan kBpada Pimpinan dan Anggota
DPRD airs jasa pengabdiannya setetah yang b€Eangkulan dhefientikan dengan

ls.Anggaran P€ndapatan dan Belanja da€rah yang selanjutnya dis€bLn APBD adalah
Anggaran Psndapatan dan Belanja Oae€h Kahjpaten Jepara.

3 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan; 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara. 

2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah yang selanjutnya disebut OPRD aclalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara. 

4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara. 

5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Jepara. 

6. Bupati adalah Bupati Jepara. 

7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara. 

8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara. 

9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota 
DPRD. 

10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bu Ian kepada Pimpinan dan Anggota 
DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas. 

11.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan 
anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, wakil Ketua dan anggota 
DPRD. 

12. Tunjangan alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bu Ian 
kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai 
Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau 
Komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan 
lainnya 

13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD berupa tunjangan pemehharaan kesehatan dan pengobatan, rumah 
jabatan dan perlengkapannyalrumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, 
uang duka wafat/tewas, dan bantuan biaya pengurusan jenazah. 

14. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota 
DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan 
hormat. 

15.Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan; 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara. 

2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara. 

4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakill Ketua DPRD Kabupaten Jepara. 

5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Jepara. 

6. Bupati adalah Bupati Jepara. 

7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara. 

8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara. 

9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan 

Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota 
DPRD. 

10.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota 
DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas. 

11.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan 
anggota DpRD karena kedudukannya sebagai Ketua, wakil Ketua dan anggota 
DPRD. 

12. Tunjangan alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan 
kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai 
Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau 
Komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan 
lainnya 

13.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah 
jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, 
uang duka wafat/tewas, dan bantuan biaya pengurusan jenazah. 

14. Uang jasa pengabclian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota 
DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan 
hormat. 

15.Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara. 



B,qB II

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Psrtama
P€nghasitan

Pasl2

PenghaBilan Pimpinan dan Anggota DPRD l€rdiri dari

a. UEng RepEsenlasi;

c- TunjangBn Jatratani
d. Tunianoan Alal kol€nokapan DPRD :

Pasal3

(1) Pimpinan dan Anqsora DPRD dihedkan Uans Rep€entasi.

(2) B$€mya Uang Reprc*ni.d Ketua OPRD adahn sshra d€nqan Gaii Pokok Bupali
yang dlGtapkan Perennteh.

(3) B*amya Uang Repre€€ntasi Wakil K€lua DPRO adalrh 80 % (Oelapan puluh
perBeGtus) dad Uang R€pr$enlasi l(elua DPRD.

(4) B€€amya uang Repre.enEsi Anssota DPRO adalah 75 % Oujuh puluh lim.
peE€ratus) dan uang RepEsenlasi Kelua DPRD.

(5) Selain Uang RepBsenta6iyang dibsrikan E€bagaimana dimaksud dalam ayat (1)

iuga dibenkan Tunjang€n r€hrarga dan Tuniangan BeE6 yang h$amya sama
dsngan ket€ntuan yang bedaku pada Pegawai Negen Sipil.

Pasal4

(1) Pimpi.an dan Anggota DPRD dibenkan Uang Pak6l.

(2) Uans pak€t s€hagaimana dimak$d dalam ayal (1) seber 10 % (sepuluh
psls€ratuB)daduang RepE*nlasiyans beMnskula.-

Pasal5

(1) Pimpinan dan Anggota OPRD dibenk€n Tunjangan Jabatan.

(2) Tunjansan Jabaian *basaimana dimaksud dalam ayat {r) s€beBar 145% (*ratus
empat prtuh lima pereEtus) dad masins-masins Uans Represef,tasi.
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BAB II 

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRO 

Bagian Pertama 
Penghasilan 

Pasal2 

Penghasilan Pim pi nan dan Anggota DPRD terdiri dari 

a. Uang Representasi; 
b. Uang Paket; 
c. Tunjangan Jabatan; 
d. Tunjangan Alat kelengkapan DPRD; 

Pasal 3 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi. 

(2) Besamya Uang Representasi Ketua DPRD adalah setara dengan Gaji Pokok Bupati 
yang ditetapkan Permerintah. 

(3) Besamya Uang Representasi Wakil Ketua DPRD adalah 80 % (Delapan puluh 
perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD 

(4) Besarnya Uang Representasi Anggota DPRD adalah 75 % (Tujuh puluh lima 
perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD. 

(5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama 
dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil. 

Pasal 4 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket. 

(2) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh 
perseratus) dari uang Representasi yang bersangkutan. 

Pasal 5 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan. 

(2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) sebesar 145% (seratus 
empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi. 
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BAB II 

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA OPRO 

Bagian Pertama 
Penghasilan 

Pasal 2 

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari 

a. Uang Representasi; 
b. Uang Paket; 
c. Tunjangan Jabatan; 
d. Tunjangan Alat kelengkapan DPRD; 

Pasal3 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi. 

(2) Besarnya Uang Representasi Ketua DPRD adalah setara dengan Gaji Pokok Bupati 
yang ditetapkan Pemerintah. 

(3) Besamya Uang Representasi Wakil Ketua DPRD adalah 80 % (Delapan puluh 
perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD 

(4) Besarnya Uang Representasi Anggota DPRD adalah 75 % (Tujuh puluh lima 
perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD. 

(5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama 
dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil. 

Pasal 4 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD dilberikan Uang Paket. 

(2) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh 
perseratus) dari uang Representasi yang bersangkutan. 

Pasal 5 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan. 

(2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar 145% (seratus 
empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi. 



Pa6al6

(1) Pimpinan dan Angqoia DPRD dalam kedudukrnny6 sebag.i l<elua, Wrtil lclua,
S€Irctads dan Anggoia Alat kelengkapan DPRD, dibeikan tuni.ngan alat
keleqkapan DPRD-

(2) B€€amya Tunjangan Alal kel€ngka9an DPRO s€bagaimana dimaksud dalam ayat
(1) s€bagai b€dkul :

,. Kei'ra 3et€sar 7.5 % (tujuh setengah pelsel?tus) dan Tunirngan Jabaian Ketla
DPRD;

b. Wakil lctua sebBr 5 % (lima peueEtus) dan Tuda4.n Jabatan Ketua
DPRD;
Sekrdans s€besar 4 % (€rnpal po,E€r.tus) dari Tunjansan Jabalan Ketua
DPRD;
Areaot4 adrlah $bdr 3 % (isa p.6e6ra) d,ei Tmiarge Jabatrn K.trD DPRD.

Pe.e 7

Pajak p€nghasilan Pimpinan dan Anggob DPRO dik€nakan s€suai dengan ketentuan
p€raEran p€rundang-undangan.

Prst 0

(1)Bmpinan DPRD dis€dl*an masiflgFmasing 1 (satu) rum.h jabatan t€€€ria
p€rlsngkapannya dan I (saru) unit k€ndaraan dinas jabatan.

(2) Belania pemeliharEan rumrh jabat n b€€eria perl€igkEpannya dan kendaEan

Bagian K€dua
Tunlangan K€€eiahlanan

P*d 8

(1) Pimpinan dan Anggota DPRO b€6arLe keluarganya dibedkan tunjangan
pem€lihaEant€s€hatandanp€ngobalan.

(2) KelsrEa Pimpinan dan Anggota DPRD yang m€ndapat p€m€haraan k€6€hatsn
dan pengobrtan yaitu suamialau lslii be!€ria 2 (dua) orang anat.

(3) Tunjangan terehabn dan pengobatan setagaimana dimakud dalam ayal {1)
dibeakan dalam bentut p€mbayaEn pl€mi asuEnsi kesehatan kepada Lembaga
Alurami K66€hatan yang dilun uk obh Aupali, 6nqan p€rE€tujuan Pimpinan
DPRD,

dinas jabalan dibebankan pada APBD.

(3) Oalam hal Pimpinan DPRD b€ftenti alau b€rakhn mas
m€ngdnbalikan rumah jabatan b$€r!a p€rlsrEkapannya dan
dalam kedaan baik kopada pernondah Oa6mh paling lambat I
tanggal pembeftentlan.
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Pasal 6 

(1) Pimpinan dan Anggota OPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, 
Sekretaris dan Anggota Alat kelengkapan DPRD, diberikan tunjangan alat 
kelengkapan DPRD. 

(2) Besarnya Tunjangan Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) sebagai berikut : 
a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua 

DPRD; 
b. Wakit Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua 

DPRD; 
c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabalan Ketua 

DPRD; 
d. Anggota, adalah sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD. 

Pasal7 

Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Tunjangan Kesejahteraan 

Pasal 8 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan 
pemeliharaan kesehatan dan pengobatan. 

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan 
dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak. 

(3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagairmana dimaksud dalam ayat (1) 
diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga 
Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Bupati, dengan persetujuan Pimpinan 
DPRD. 

Pasal 9 

(1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta 
perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan 

(2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan 
dinas jabatan dibebankan pada APBD. 

(3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib 
mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas 
dalam keadaan baik kepada pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak 
tanggal pemberhentian. 
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Pasal 6 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakit Ketua, 
Sekretaris dan Anggota Alat kelengkapan DPRD, diberikan tunjangan alat 
kelengkapan DPRD 

(2) Besarnya Tunjangan Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) sebagai berikut: 
a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua 

DPRD; 
b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lira perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua 

DPRD; 
c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua 

DPRD; 
d. Anggota, adalah sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD. 

Pasal7 

Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Tunjangan Kesejahteraan 

Pasal 8 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan 
pemeliharaan kesehatan dan pengobatan. 

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan 
dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak. 

(3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga 
Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Bupati, dengan persetujuan Pimpinan 
DPRD. 

Pasal 9 

(1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta 
perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan. 

(2) Belanja permeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan 
dinas jabatan dibebankan pada APBD. 

(3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib 
mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas 
dalam keadaan baik kepada pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak 
tanggal pemberhentian. 
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Pasat 10

(1)Anggoia DPRD dapsl disediakan masing-maslng I (satu) rumah dinas be*da

(2) Belania p€meliharaan rumah dlnas dan pedengkapannya dib€bankan psda APBD.

(3) Dalam hal Anggoia DPRO dibrholitan atau berakhir masa baKinya, uEjib
mengmbalikan ruhah dinas b€6€da p€dengkapannya dalam keadaan baik tepada
p€nEnntsh Dasrah paling lambat I (salu) bulan s€jak tanggal p€mb6rh€nti,an.

Pa*l 11

Rumah jabalan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD b€6€da
p€6n9kqannya dan ksndaEan dinas jabat n pimpinan DPRO tidak dapal
dis €belikan alau digunauaahalGn atau dipindahtangankan atau dlubah Blruklur
bangunan dan siatrg hukumnya.

Pasal 12

(1) Dalam hal P€m€nnbh Daerah b€lum dapal msny€diakan rumah iabatsn pimpinan
atau ruEah dinas Anggoh OPRD, k€pada yang b€lsangkulan dibenkan tunjangan

(2)Tunlangan petumahan s€basaimana dimaksd dalam ayat (1) terupa uang e€vra
rumah y6ng b$amya dtuF€uajkan dengan stsdar harga setEmpat yang bedaku
yans dnehpkan denqan Ksputusan Bupati.

Passl 13

(1) Pimpinan dan Anggola DPRD disedi.kan pakaian di.as.

(2) Standart satuan harga dan kualitas bahan pal€ian dinas diuapkan dengtn

Pasat 14

Dalam hal Pimpinan dan Anggoia DPRD meninggal dunia, k€pada ahli wans dibedkan :

a. Uang duka watat s€b$ar 2 (dua) kali uang €prss€nlasi alau apabih meninggal
dunia dalam msnjalankan tugar dibedkan uang duk iewas seoesar 0 (€nam) kali

b. Banluan bbya pensurusan jenazah.

, 
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Pasal 10 

(1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta 
perlengkapannya. 

(2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD. 

(3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib 
mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada 
pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian. 

Pasal 11 

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta 
perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD tidak dapat 
disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur 
bangunan dan status hukumnya. 

Pasal 12 

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan 
atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan 
perumahan. 

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa uang sewa 
rumah yang besamnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku 
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 13 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas. 

(2) Standart satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasal 14 

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, Kepada ahli waris diberikan : 
a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal 

dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali 
uang representasi. 

b. Bantuan biaya pengurusan jenazah. 
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Pasal 10 

(1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta 
perlengkapannya. 

(2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD 

(3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib 
mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada 
pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian. 

Pasal 11 

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta 
perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD tidak dapat 
disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur 
bangunan dan status hukumnya. 

Pasal 12 

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan 
atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan 
perumahan. 

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa uang sewa 
rumah yang besamnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku 
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 13 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas. 

(2) Standart satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasal 14 

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, Kepada ahli waris diberikan : 
a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kati uang representasi atau apabila meninggal 

dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali 
uang representasi. 

b. Bantuan biaya pengurusan jenazah 



Bagian r€liga
Uang Jasa Pengabdian

Pasal15

(1) Pimpinan aEu anggola DPRD vang meninggal dunia atau meflgaknin masa

bahinya diffi(an uang je Pengabdian-

(2) Bssamya uans iasa pengabdian s€bagaimgna dkneksld dElEm tvat (l) dE$uail6n'' 
oenga;maea biKi pimplmndan Anggota DPRD dengankebenluan :

a. Masa baKi kurang d..i 1 (satu) tshun .lihihrng 1 (satu) tahun Penuh, dibenkEn

urm ie Enoabdian I (satu) bulan uane €pr€€€ntasi :

o. uj# oini*ip"i a*gan 1'(salul tahu;, dib€nkan uans iasa p€nsafiian 1

(satu) bulan uang repEaentasi ;

". 
iM;; ;"t ti ;6"i ;*san 2 (rrua) iahun. dib€nkan uane j*a Pensabdian 2
(dua) bulan uano rcpres€nia8i ,

o i,i"JGn ...]*i."gan 3 (ijsa) tahun. dib€dbn uans i*a p€nsabdian 3

Itidal bulen Eno reor€senlasi :

e. iiili bakrr sa.-pai oensan 4 i€mPat) tahun, drbenkan uans j8a p€nsabditn 4

{smoal) bulan uang r€pr.€eniasi i
r iil-" 6r[-""r,rn airrqan s ttimal ehun, dib€rikan uans jasa Peqabdian

salinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang Epl€santasl;

r3l Oalam hal Pimolna. atau Anossla DPRD meninggal dunia uEng issa p€ngafilan
' ' 3€bagaimsna dlmsksud dab;.y.t (2) dlberikan kepada ahli Mmnva'

(4r Psmbavaran uans iasa pengabdEn dilakulGn selelah vang beMngkulan
''dinyatai€n dibeft;di'kan iecara troma s€€ual dsngan tetatuan poraturan

p€rundangundangan.

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 16

(1) B€lanja Penunjang r€sirtan dis€diakan unluk mendukung kslancaran lugas' nrngsi

dan ti€rr€nang DPRD.

(2) B€l.nia Psunjans K6sl,tan sebagaimana dimak3lld dalam aval (1) disusun

bedaBa(an Rsflcana Keda yang drteiaPkan PimPiEn DPRD.
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Bagian Ketiga 
Uang Jasa Pengabdian 

Pasal 15 

(1) Pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa 
baktinya diberikan uang jasa pengabdian. 

(2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan 
dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan : 

a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun dihitung 1 (satu) tahun penuh, diberikan 
uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi; 

b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 
(satu) bulan uang representasi ; 

c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 
(dua) bulan uang representasi; 

d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 
(tiga) bulan uang representasi; 

e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 
(empat) bulan uang representasi; 

f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 
setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi; 

(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya. 

(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan 
dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB III 

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD 

Pasal 16 

(1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi 
dan wewenang DPRD. 

(2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun 
berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD. 
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Bagian Ketiga 
Uang Jasa Pengabdian 

Pasal 15 

(1) Pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa 
baktinya diberikan uang jasa pengabdian. 

(2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan 
dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan : 

a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun dihitung 1 (satu) tahun penuh, diberikan 
uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi; 

b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 
(satu) bulan uang representasi; 

c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 
(dua) bulan uang representasi; 

d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 
(tiga) bulan uang representasi; 

e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 
(empat) bulan uang representasi; 

f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 
setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi; 

(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya. 

(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan 
dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB III 

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD 

Pasal 16 

(1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi 
dan wewenang DPRD. 

(2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun 
berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD. 
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B,qB lv

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

PaaallT

(1) SekBtari! OPRD mgnyu8un belanja DPRD yang iedid ata! belanla penghrsilan
Pimpinan dan Anggota DPRD, tunF.gan k€sejahtaEan Pimpinan dan Anggdta
DPRD dan belanja Penunjang r€giaLo OPRD yang diiomuhEikan k€ dalam
Rencana Kei. dan Anggaran Satuan K€d. P€rangkat DaeEh SekEEtuit DPRD.

(2) &lanja p€ngha8ilan Pimpinan dan Anggola DPRD s€bagaimafta dimakud dalam
ayat (r ) blEebut dalam kebntuan Pasal 2. diangga.kan dal€m Pos DPRD.

(3) Tunjangan ke€ejahiaraan Pimpin.n dan Angqoh DPRD $bagaimana dimakud
dalam ayat ('l) leE€but dalam keEntuan Pasal 8, Pasal I, Paeal 10, Pa8al 12, Paeal
13, Pa8al '14 , dan Pasal 15 s3rh B€lanja Penunjang k€giatan DPRD E€bag.imrna
dlniaksud dalam Pasal 16 , dianggafian dalam PoE S€kretiad.t DPRD yang
dluraikan ke datam Fnb b€tanja s€bagai bedkui :

a. B€lania P€ga$/aii
b. B€lania Bamns d6n Jaaa :

c. B€lanla P€rjalanrn Din.s ;

d. Belanla Pemelihrra.n ;
6. B€lanja Modal-

(4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh S€k€liariE DPRO dengrn
b€e€do,nan psda tda uan Peraturan Perundang-undang.n.

Pa8allS

Penganggaran atau tindatan yEng bemkibai pengelurEn al,s b€ban b€lanja OPRO
untuk tujuan lain di luar t6bntuan yang dileiapkan dalsm Pelatlran Daarah ini,
dinyalakan mslanggar hukum.

Pa6al19

(1) AnggaEn b€lanja DPRD m€rupakan bagian yang lidak iarykahkan dan APBD.

(2) P€nyu3unan, polal(sanaan taia ulaha dan pe anggundamban bolanja DPRD
sabagaimam dimakud dalam ayat (1) dilrmalGn d€ngen *tuan keia pergkat

KETENTUAI.I PENUTUP

Pasal20

Dengan b€dakunya PsrEturan Dasah ini maka Poratrran Da€rah Kabupatan J€paE
Nomor 3 Tahun 2001 tantang Kedudukan Keuangrn Dewan Pe akilan Ralq.t Daerah
Kabupabn Jspara, dinyatakan tdak hedaku-
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BAB IV 

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD 

Pasal 17 

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan 
Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota 
OPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam 
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD. 

(2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRO sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 2, dianggarkan dalam Pos DPRD. 

(3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 
13, Pasal 14, dan Pasal 15 serta Belanja Penunjang kegiatan DPRD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ,dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang 
diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut: 

a. Belanja Pegawai; 
b. Belanja Barang dan Jasa; 
c. Belanja Perjalanan Dinas ; 
d. Belanja Pemeliharaan; 
e. Belanja Modal. 

(4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan 
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 18 

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD 
untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, 
dinyatakan melanggar hukum. 

Pasal 19 

(1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. 

(2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disamakan dengan satuan kerja perangkat 
daerah lainnya. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 3 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Jepara, dinyatakan tidak berlaku. 
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BAB IV 

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD 

Pasal 17 

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan 
Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota 
DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam 
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD 

(2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasat 2, dianggarkan dalam Pos DPRD. 

(3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 
13, Pasal 14, dan Pasal 15 serta Belanja Penunjang kegiatan DPRD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ,dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang 
diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut: 

a. Belanja Pegawai; 
b. Belanja Barang dan Jasa; 
c. Belanja Perjalanan Dinas ; 
d. Belanja Permeliharaan; 
e. Belanja Modal. 

(4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan 
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 18 

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD 
untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, 
dinyatakan melanggar hukum. 

Pasal 19 

(1) 4nggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. 

(2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disamakan dengan satuan kerja perangkat 
daerah lainnya. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 3 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Jepara, dinyatakan tidak berlaku. 
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Pa€sl2'l

Pe€Uran Daerah hi muhi b€d€Iu pada trnggal diun&ngkan.

&61 3€l!ry orang rn€ng€irhunya, rE norintahkan FngondaogEn P.ranrran Da€rah
ini d€rEan p..ternp.taffrya dabn Lanbergn tlaslh f€bupat n &poE.

Diffipl€n di J6p€rE
p* iarE€El 27 OldobsI 2004

HE t,RO MARTOJO

On ld.rrok'r dl J6OaE
Padr trllggal I Nopdnher 2004

SEKRErIRIS DAERAH

l M. EFFENDI- ilsi
P€ binaIk I

NtP 010145744

LETIBARAN OAEMH IGBUPAIEI{ J€PARA TAHUN 2OO4 NqIOR 14

BUPATI JEP
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Pasal 21 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penerpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara. 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 27 Oktober 2004 

HENDROMARTOJO 

Diundangkan di Jepara 
Pada tanggal 9 Nopember 2004 

SEKRETARIS DAERAH 

%v 
IL. M. EFFENDI, MSI 

Pembina Tk. I 
NIP 010145748 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2004 NOMOR 14 
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Pasal 21 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penerpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara. 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 27 Oktober 2004 

HENDRO MARTOJO 

Diundangkan di Jepara 
Pada tanggal 9 Nopember 2004 

SEKRETARIS DAERAH 

% 
IL. M. EEEENDI, MS 

Pembina k. I 
NIP 010145748 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2004 NOMOR 14 



IO

PENJELASAN

ATAS

PEMTURAN DAERAH KABUPATEN JEPAfIA
NOMOR A TAHUN 2OM

TEIITANG

KEOUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
OEWAN PERWAXILAN MKYAT DAERAII

KABI'PATEN JEPARA

I. PENJEL'TS,qN UMUM

Oar,an PeMakilan Rakyal Dae,En (OPRD) rcrupakan bmbaga
Penedntahan DaeEh s€bagai mhana domokrasj dalam Panyelong€aEan
Pernednlahan daellh. s€bagai L€mbaga p€mednlahan Da€rah, DPRD m€mpunyai
kedudukan sgtatE dan m€miliki hubunga. k€rja beEiial ksmitEan dangan
P€oen ah Daa,ah. B€rdasarkan hal tarE€but anCar hdua l€mbaga wajib
memslihara dan m€mbangun hubungan ksda yang hamonB dan satu sama lain
3aling m€ndukung. bukan e€b€gar lawan Ei6u p€eing.

Agar PimpinEn dan A.ggota DPRD dapa! melak*nakan k€Majibannya
m€ningkatkan peran dan tang€ung iawab m€n$mbangtan k€hidupen demokrBi,
ntenjamin ketelwakilan rakyat dan daorah dalam melaksanakan lugas dan
bu/€nanganoya, m€n$mbangkafl hubungan dan mstanBme Cnsks ard b.larc€
antaE lsrnbaga l€gblatif dan €ks€tutil, m€ningkau€n kualihs, produKifitas, dan
klneda demi !e uiudny. keadilan dan ke€ejahrleEan ma8yaratal, maka p€rlu
didukung deng6n keuangan yang jelaB ya.g dibebank n ped, APBD. Oleh kgrcna
itu dipedukan adanya pengstrran rcdudukan l<e@ngan Pimpimn dan Anggoi6
DPRD yang disasuaikan d€ngan t€mampuan buangan Dae6h y.ng dteiaplan
dengan Psratrmn Dasrah.

II, PENJELA$qN PASqL DEMI PA91L

Cukup jsla6

Anqka 10
Yang dimakud alat kelengkapan lainnya sepedi Pantla Legislasi.

Cukup Jelas

' 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 8 TAHUN 2004 

TENTANG 

KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN JEPARA 

I. PENJELASAN UMUM 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga 
Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan daerah. sebagai Lembaga pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai 
kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan 
Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga wajib 
memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis den satu sama lain 
saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing. 

Agar Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan kewajibannya 
meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, 
menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan 
ewenangannya, mengembangkan hubungan dan mekanisme Cheks and balance 
antara lembaga legislatif dan eksekutif, meningkatkan kualitas, produktifitas, dan 
kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu 
didukung dengan keuangan yang jelas yang dibebankan pada APBD. Oleh karena 
itu diperukan adanya pengaturan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Angka 1 s/d 9 

Cukup jelas 

Angka 10 
Yang dimaksud alat kelengkapan lainnya seperti Panitia Legislasi. 

Pasal 2 
Cukup Jelas 

Pasal 3 
Cukup Jelas 

Pasal 4 
Cukup Jelas 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 8 TAHUN 2004 

TENTANG 

KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN JEPARA 

I. PENJELASAN UMUM 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga 
Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan daerah. sebagai Lembaga pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai 
kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan 
Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga wajib 
memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain 
saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing. 

Agar Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan kewajibannya 
meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, 
menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan 
kewenangannya, mengembangkan hubungan dan mekanisme Cheks and balance 
antara lembaga legislatif dan eksekutif, meningkatkan kualitas, produktifitas, dan 
kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu 
didukung dengan keuangan yang jelas yang dibebankan pada APBD. Oleh karena 
itu diperlukan adanya pengaturan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Angka 1 s/d 9 

Cukup jelas 

Angka 10 
Yang dimaksud alat kelengkapan lainnya seperti Panitia Legislasi. 

Pasal 2 
Cukup Jelas 

Pasal 3 
Cukup Jelas 

Pasal 4 
Cukup Jelas 



1l

Tu.iangan PerEliha.aan kesehatan dan pengobatan sama dengan
l(€briuan yans b€daku pada P€sawaineoBn SipilGolonsan lV.

Ayat (2)
Pe€liharaan kol€natan bagi keluaEa Pimplnan dan Angqoia DPRD
adalrh untuk 1 (Eatu) istri/suami y.ng s.h, dan 2 (dua) ol8ng anak
dengan kebntuan :

- Belum renikah ;
- B3gi anak rdng masih belEokolah sampai dgngan berumur 25 lahun ;- Ba€i anak yang iidak b€Mkdah empai d€ngan berumur 22 t hun.

Ayat (3)

Ayat (1)
Po.yEdiaan rumsh jabalan, p€rbngl(apan dan kendaEan dinas jabalan
Pimpinan dan Anggota DPRD b€p€doman pada sbndar yang dilshpkan
dongan koputulan Bupati. Petungtapan rumah jab€tan dimabud
msllputi fasilllas lislik, alr , lelepon dan meubelair.
Pada l,at p€nyorahan p€makaian rumah jabalan be$de
pedengkapanrrya selE 1 (satu) kenda6an din* jabatan, diEanqkan
dalam ikatan perjaniian anlala Pemennbh Oaerah dongan Pimpinan
DPRD.

Ayat (2)
cukup,elas

AFt (3)
Cukup ielas

Ayat (1)
Penyedirafl tumah dinas anggola DPRO h€s€na p€d€ngkapannya
bery€dornan pada sEndar y.ng diueiapkan dengan Keputusan Bupalt.
Ped6nskapan rumah dind GEbut relipdilasilibc lirtik dan fasililas air

P€ny€rahan p€maksiar rumsh
dituangkan dalam ikatan Frianjian
yang h€llangkutan.

A'y^ (2)

dina beria pedengkapannya,
anlalE pent€nnEh DaeBh d€ngan
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Pasal 5 
Cukup Jelas 

Pasal 6 
Cukup Jelas 

Pasal 7 
Cukup Jelas 

Pasal 8 
Ayat (1) 

Tunjangan Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan 
ketentuan yang berlaku pada Pegawai negeri Sipil Golongan IV. 

Ayat (2) 
Peeliharaan kesehatan bagi keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD 
adalah untuk 1 (satu) istri/suami yang sah, dan 2 (dua) orang anak 
dengan ketentuan : 

Belum menikah; 
- Bagi anak yang masih bersekolah sampai dengan berumur 25 tahun; 
- Bagi anak yang tidak bersekolah sampai dengan berumur 22 tahun. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas 

Pasal 9 
Ayat (1) 

Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan 
Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada stander yang ditetapkan 
dengan keputusan Bupati, Perlengkapan rumah jabatan dimaksud 
meliputi fasilitas listrik, air , 

telepon dan meubelair. 

Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta 
perlengkapannya serta 1 (satu) kendaraan dinas jabatan, dituangkan 
dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan 
DPRD. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 10 
Ayat (1) 

Penyediaan rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya 
berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
Perlengkapan rumah dinas tersebut meliputi fasilitas listrik dan fasilitas air 

Penyerahan pemakaian rumah dinas beserta perlengkapannya, 
dituangkan dalam ikatan perjanjian antara pemerintah Daerah dengan 
yang bersangkutan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

II 

Pasal 5 
Cukup Jelas 

Pasal 6 
Cukup Jelas 

Pasal 7 
Cukup Jelas 

Pasal 8 
Ayat (1) 

Tunjangan Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan 
ketentuan yang bertaku pada Pegawai negerni Sipil Golongan IV. 

Ayat (2) 
Peeliharaan kesehatan bagi keluarga Pimpinan dan Anggot DPRD 
adalah untuk 1 (satu) istri/suami yang sah, dan 2 (dua) orang anak 
dengan ketentuan : 

Belum menikah ; 
- Bagi anak yang masih bersekolah sampai dengan berumur 25 tahun; 
- Bagi anak yang tidak bersekolah sampai dengan berumur 22 tahun. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas 

Pasal 9 
Ayat (1) 

Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan 
Pimplnan dan Anggota DPRD berpedornan pada stander yang ditetapkan 
dengan keputusan Bupati, Perlengkapan rumah jabatan dimaksud 
meliputi fasilitas listrik, air , telepon dan meubelair. 
Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta 
perlengkapannya serta 1 (satu) kendaraan dinas jabatan, dituangkan 
dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan 
DPRD. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 10 
Ayat (1) 

Penyediaan rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya 
berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
Perlengkapan rumah dinas tersebut meliputi fasilitas listrik dan fasilitas air 

Penyerahan pemakaian rumah dinas beserta perlengkapannya, 
dituangkan dalam ikatan perjanjian antara pemerintah Daerah dengan 
yang bersangkutan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
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Ayat (3)
cukupielas

Cukup jslas.

Cul(]p jslas

Pasal13
Ayat (1)

P.lehn dinas b€66rta atibulnya l€did atas:
a- Pakaian Sh Hanan dis€diakan 2 (dua) pa8ang dalam sati iahun j
b. Pakaian Slpil R€smi dlrdiakan I (satu) pasang dalam satu tahun i
c. Pakaian Sipil L€ngkap dE€diakan I (e.tu) pa.eng dahm llma t hun.

Ayat (2)
Pen€iapan siandar sanran haEa dan kuelitaa bahan pakaian dinas
momperumb€.igkan p,iBip penghenEt n, kepalulan dan keMjaEn.

Hurufa
Cukup jelas

Huruf b
Biaya p€nguru8an jena2rh adalah biaya Fng dib€hanlan dalan APBO
.€jak daf rumah duka atau t6mpat tuga6 sampai ke tBmpat pemakafian.

Pasal 15
Ayal (r)

cukup jslas

Ayat (2)
Cukup ielrs

Aya (3)
Cukup ielas

Ayat (4)
Uang jas6 p€ngrbdian lidak diberikan kEpdda Pimpinan dan Anggola
DPRD yang dib€fienlikan dengan lidak homat.

Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup iel.s

AYat (2)
Cukup i.la3

12 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 11 
Cukup jelas 

Pasal 12 
Cukup jelas 

Pasal 13 
Ayat (1) 

Pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas: 
a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun; 
b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun ; 
c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun. 

Ayat (2) 
Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas 
mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran. 

Pasal 14 
Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 
Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD 
sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman. 

Pasal 15 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota 
DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat. 

Pasal 16 
Cukup jelas 

Pasal 17 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
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Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas 

Pasal 13 
Ayat (1) 

Pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas: 
a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun; 
b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun ; 
c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun. 

yat (2) 
Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas 
mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran. 

Pasal 14 
Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 
Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD 
sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat permakaman. 

Pasal 15 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota 
DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat. 

Pasal 16 
Cukup jelas 

Pasal 17 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
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Ayat (3)
Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalsm j€nis belanja adalah sebagai

a. Belanja p€gawai antEia lain untuk k€butuhan belanja Gaii dan
Tunjangan Pegawai SekeEtut OPRD se3uai densan golongan

Belania baEng dan jasa yatu untut ksbutuEn b€lanja baE.g dan
iasa habis pakai, s€porti alal tulas kantor, pataian dinas Pimpinan dan
Anggota DPRD dan PegalvEi sekreradar oPRo, sewa rumah, plEmi
asuranei keaehalan, korcumd lapat daelEh, b€lanja list ik, tslspon,
air, gar, dan ongkos k€ntor lainnya.
Beranj. p€ialamn dinaB yailu b€ianF peialanan Pimpinan dan
Anggoh DPRO ddd Engka melaksanakan tuganya atas nama
lernbaga p€nrakilan rakyat da8rah baik di dalam Daoran maupun k€
luar Daerah yang besamya disesuaikan dengan standar peial.nan
dinas P6gami N€g€n SipilTingkatA yang ditslaptan ol€h Bupat.
B€lanja p€msliha€an antara lain p€rnslihaman saEna dan ptasaEna
gedung tantor OPRD dan S€frctadal OPRO, rumah jabatan Pimpinan
dan rumah dinar Anqsoia DPRD dan Ksndaraan Danas Pimpinan

b.

DPRD,

Jabahnnumah Dinas, p€ngadaan pgrl€ngkpan/p€ulabn rumah
jabatan pimpinan OPRD dan / atau rumah dinas mggoia DPRD,
p€dongkapan/pralatan ka or, psngadaan k€ndaraan dinas pimpinan
DPRD, yang sifatnya m€nambah nllai kelayaan daerah-

Cukupjelas

Passl20
cukupi.lag

pembangunan/pGiluasan/penambahan Gedung Kanto/Rumh

TAMBAHAN LEMMRAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2OO4 NOMOR A

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah sebagal 
berikut : 

a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan 
Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan gotongan 
jabatan. 

b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan 
jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan 
Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi 
asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, 
air, gas, dan ongkos kantor lainnya. 

c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan 
Anggota □PR□ dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama 
lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam Daerah maupun ke 
luar Daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan 
dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Bupati. 

d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana 
gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan 
dan rumah dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan 
DPRD. 

e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhan 
pembangunan/perluasan/penambahan Gedung Kantor/Rumah 
Jabatan/Rumah Dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah 
jabatan pimpinan DPRD dan f atau rumah dinas anggota DPRD, 
perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas pimpinan □PRO, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah. 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Pasal 18 
Cukup jelas 

Pasal 19 
Cukup jelas 

Pasal 20 
Cukup jelas 

Pasal 21 
Cukup jelas. 
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Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah sebagal 
berikut: 

a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan 
Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan 
jabatan. 

b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan 
jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan 
Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi 
asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, 
air, gas, dan ongkos kantor lainnya. 

c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan 
Anggota 

DPRD dalam 
rangka 

melaksanakan 
tugasnya 

atas nama 

lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam Daerah maupun ke 
luar Daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan 
dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Bupati 

d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana 
gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan 
dan rumah dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan 
DPRD. 

e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhan 
pembangunan/perluasan/penambahan Gedung Kantor/Rumah 
Jabatan/Rumah Dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah 
jabatan pimpinan DPRD dan I atau rumah dinas anggota DPRD, 
perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas pimpinan 
DPRD, yang sifatnya menambah nllai kekayaan daerah. 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Pasal 18 
Cukup jelas 

Pasal 19 
Cukup jelas 

Pasal 20 
Cukup jelas 

Pasal 21 
Cukup jelas. 
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